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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagu 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah berdasarkan undang-undang 

perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan 

hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta 

terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan surplusnya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

investasi negara. Berdasarkan fungsinya pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu fungsi 

Anggaran (Budgetair) dan fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi anggaran 

membuat jenis pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur menjadikan pajak sebagai 

alat untuk melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

(Mardiasmo, 2016: 4). 

Berbicara mengenai pajak, pajak mempunyai banyak jenis salah satunya yaitu 

faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak (JKP). Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang 

pesat, pembuatan faktur pajak terus mengalami perkembangan mulai dari faktur 
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pajak yang dibuat manual sampai faktur pajak yang berbentuk elektronik. Tersusun 

di peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 16/PJ/2014 mengenai langkah-langkah 

dibuatnya faktur pajak berbentuk elektronik dan dilakukan secara perlahan dimulai 

pada tanggal 1 juli 2014, 1 juli 2015 dan yang terakhir 1 juli 2016, PKP (Pengusaha 

Kena Pajak) diwajibkan membuat faktur pajak denga menggunakan e-faktur. Hal 

ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan adanya faktur pajak palsu atau faktur 

pajak fiktif dan memudahkan dalam pembuatan faktur pajak untuk semua PKP. 

 SPT Masa merupakan dokumen yang digunakan untuk melapor pajak yang 

dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan setiap masa 

pajak (setiap bulan). Dengan pertimbangan memberikan kepastian hukum, 

meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka Direktur Jenderal Pajak 

mengeluarkan ketentuan PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik, ketentuan ini menggantikan 

ketentuan sebelumnya PER-03/PJ/2015. Direktur Jenderal Pajak (DJP) juga telah 

menyediakan Aplikasi SPT Elektronik yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk membuat e-SPT baik SPT Normal maupun SPT Pembetulan, selain DJP juga 

disediakan oleh penyedia layanan e-SPT. Dengan adanya kemudahan karena ada 

aplikasi e-SPT, diharapkan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dapat 

melakukan kewajiban perpajakannya dalam menyetorkan dan melaporkan pajak 

terhutangnya dengan tepat waktu, dan taat sesuai dengan undang-undang perpajakan 

yang berlaku, terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT masa. 
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Salah satu sistem perpajakan yang sering dijumpai masyarakat adalah PPN 

(pajak pertambahan nilai) yaitu pungutan yang ditetapkan disetiap pertambahan 

nilai produck maupun jasa yang beredar dari pembuat ke pembeli. Melambangkan 

jenis pajak konsumsi dalam bahasa inggris berarti value added tax (PPN) maupun 

goods and services tax (GST). Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak 

langsung, maksudnya pajak itu dibayarkan dari pihak lain (produsen) yang tidak 

menggambarkan penanggung pajak ataupun bersama kata lain penganggung pajak 

(pembeli terakhir) tidak secara langsung menyetorkan pajak yang ditanggungnya. 

Terjadinya PPN disebabkan oleh kegiatan penjualan yang terkena PPN dan 

pembelian yang terkena PPN. Kegiatan ini dapat dilihat di banyak perusahaan mulai 

dari perusahaan swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya 

adalah  PT. Sinergi Alam Sentosa Sejahtera adalah perusahaan swasta yang bergerak 

di bidang pengadaan dan perdagangan besar infrastruktur mesin, mobil dan 

kepolisian serta pengadaan alat kesehatan khususnya untuk laboratorium. Berdiri 

pada akhir tahun 2015 dengan memulai karir sebagai pengadaan mobil dan 

infrastruktur kepolisian, nama perusahaan mulai dikenal banyak orang dan 

menjadikan PT. Sinergi Alam Sentosa Sejahtera menjalankan usahanya berdasarkan 

hukum yang berlaku. Dan mulai memperluas bidangnya dengan menambah sub 

bidang pengadaan alat kesehatan pada tahun 2020. 

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari jurnal-jurnal sebagai acuan untuk 

menyusun pembuatan latar belakang penulisan dengan sumber : 

1. Jurnal Anzeli Maria, Inggriani Elim, Novi S. Budiarso (2018) dengan judul 

“Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak 
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dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama” yang 

meneliti tentang penerapan dibuatnya faktur pajak serta pelaporan spt masa 

pada perusahaan. 

Untuk mendapat pengetahuan atau gambaran yang lebih jelas tentang masalah 

diatas penulis membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas 

Akhir yang berjudul “MEKANISME PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN 

PELAPORAN E-SPT MASA PADA PT SINERGI ALAM SENTOSA 

SEJAHTERA” 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembuatan faktur pajak dan 

pelaporan e-SPT Masa yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia 

pada PT. Sinergi Alam Sentosa Sejahtera Surabaya. 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

1. Bagi Penulis menambah wawasan dan pemahaman akan proses pembuatan 

faktur pajak dan pelaporan e-SPT masa dalam dunia perpajakan. 

2. Bagi Karyawan memperoleh pemahaman tentang alur pembuatan faktur  

pajak yang benar dan pelaporan e-SPT Masa yang serasi sama peraturan 

perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Membahas tentang mekanisme pembuatan faktur pajak masukan, faktur 

pajak keluaran dan pelaporan e-SPT Masa PPN pada PT. Sinergi Alam Sentosa 

Sejahtera. 
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1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang tepat di penelitian, 

dikarenakan tujuan utamanya yaitu memperoleh data yang tepat. Guna 

mendapatkan data yang diperlukan penulis memakai sedikitnya tiga metode 

mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. Observasi, Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada bagian 

pajak PT. Sinergi Alam Sentosa Sejahtera Surabaya, serta 

mengumpulkan data-data pembuatan faktur pajak dan pelaporan e-SPT 

masa pada PT. Sinergi Alam Sentosa Sejahtera. 

2. Dokumentasi, dengan melihat dan menganalisis dokumen yang 

berkaitan dengan data faktur pajak dan e-SPT masa pada PT. Sinergi 

Alam Sentosa Sejahtera Surabaya, sehingga diperoleh manfaat sebagai 

acuan untuk uji data sekaligus mekanisme dalam mencari data.  

3. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui sesi tanya 

jawab secara langsung pada pemberi informasi. Dalam metode ini, data 

diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pegawai bagian pajak PT. Sinergi Alam Sentosa 

Sejahtera yang menangani mekanisme pembuatan faktur pajak dan 

pelaporan e-SPT Masa pada PT. Sinergi Alam Sentosa Sejahtera 

Surabaya.  

 

   

 


